LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 19

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil
klarifikasi Gubernur Jawa Tengah tanggal 16
Maret 2015 Nomor 180/002801 perihal Hasil
Klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara, sehingga Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup perlu untuk diubah;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
membentuk  Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Pengairan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3046);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1981
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3209);
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4725);



10.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 50359);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
tentang  Kesehatan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik
Indonsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran  Negara  Republik Indonesia
Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah  Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
RI Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Tengah;



11.

12.

13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999
tentang Pengendalian Pencemaran Udara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3853);

Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun

2000 tentang Pengendalian Kerusakan

Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4068);

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001

tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya

Beracun (B3) (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2001 Nomor 138,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4153);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001

tentang Pengelolaan Kualitas Air dan

Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2001

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4161);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional (Lembaran Negara  Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4833);

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5103);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011
tentang Sungai (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5230);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5285);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5292);
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5617);

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara
Tahun  2011-2031 (Lembaran  Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 145 );

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pengelolaan
Daerah Aliran Sungai (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor
7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 158);



Menetapkan

23. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
188);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor
16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 218);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan
BUPATI BANJARNEGARA
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 13 TAHUN 2014

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP.



Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 188) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 31, angka 32, angka 33, dan angka 36
diubah serta angka 35 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan
perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam
sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Banjarnegara.

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua
benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu
sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan
manusia serta makhluk hidup lain.



10.

11.

12.

13.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah
upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk
melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah
terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan
hukum.

Pembangunan Berkelanjutan adalah upaya sadar dan
terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup,
sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk
menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan,
kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi
masa kini dan generasi masa depan.

Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan
tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup,
serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun
waktu tertentu.

Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang
merupakan kesatuan utuh-menyeluruh dan saling
mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan,
stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup.

Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup adalah rangkaian
upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan
daya tampung lingkungan hidup.

Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan
manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar
keduanya.

Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan
lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau
komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.
Sumber Daya Alam adalah unsur lingkungan hidup yang
terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang secara
keseluruhan membentuk kesatuan Ekosistem.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya
disingkat KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa
prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar
dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur
dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih
bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang
tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang
selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai
dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang
direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi
proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan
usaha dan/atau kegiatan.

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut
UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap
usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting
terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses
pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha
dan/atau kegiatan.

Surat Pernyataan  Kesanggupan  Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut
SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung
jawab usaha atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan
dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau
kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib
Amdal atau UKL-UPL.

Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau
kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada
atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai
unsur lingkungan hidup.



20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau
komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan
manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan
hidup yang telah ditetapkan.

Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup adalah ukuran
batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati
lingkungan hidup yang dapat ditenggang oleh lingkungan
hidup untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.
Perusakan Lingkungan Hidup adalah tindakan orang yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung
terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan
hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan
lingkungan hidup.

Kerusakan Lingkungan Hidup adalah perubahan langsung
dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia,
dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup.

Konservasi Sumber Daya Alam adalah pengelolaan sumber
daya alam untuk menjamin pemanfaatannya secara
bijaksana serta kesinambungan ketersediaannya dengan
tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta
keanekaragamannya.

Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang
diakibatkan langsung atau tidak langsung oleh aktivitas
manusia sehingga menyebabkan perubahan komposisi
atmosfir secara global dan selain itu juga berupa
perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati pada
kurun waktu yang dapat dibandingkan.

Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.
36.

Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat
B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang
karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara
langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan
dan/atau  merusak lingkungan  hidup, dan/atau
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta
kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya
disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau
kegiatan yang mengandung B3.

Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi
pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,
pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
Pengelolaan B3 adalah kegiatan yang menghasilkan,
mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan
dan/atau membuang B3.

Penyimpanan Limbah B3 adalah kegiatan menyimpan
Limbah B3 yang dilakukan oleh Penghasil Limbah B3
dengan maksud menyimpan sementara Limbah B3 yang
dihasilkannya.

Pengumpulan Limbah B3 adalah kegiatan mengumpulkan
Limbah B3 dari Penghasil Limbah B3 sebelum diserahkan
kepada Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3,
dan/atau Penimbun Limbah B3.

Penghasil Limbah B3 adalah Setiap Orang yang karena
usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3.
Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3, disingkat TPS
Limbah B3 adalah tempat atau bangunan untuk
menyimpan yang dilakukan oleh penghasil dan/atau
pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah
dan/atau penimbun limbah B3 dengan maksud
menyimpan sementara.

Dihapus.

Pemohon adalah badan usaha yang mengajukan
permohonan izin lingkungan.
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

Dumping (pembuangan) adalah kegiatan membuang,
menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau
bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi
tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan
hidup tertentu.

Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua
pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi
dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.
Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan
pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha
dan/atau kegiatan.

Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang
terorganisasi dan terbentuk atas kehendak sendiri yang
tujuan dan kegiatannya berkaitan dengan lingkungan
hidup.

Audit lingkungan hidup adalah evaluasi yang dilakukan
untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang
ditetapkan oleh Pemerintah.

Ekoregion adalah wilayah geografis yang memiliki
kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta
pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan
integritas sistem alam dan lingkungan hidup.

Kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam
tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi
dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.

Masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat
yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis
tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur,
adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,
serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata
ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan
hukum.
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46.

47.

48.

49.

50.

S1.

S52.

53.

54.

55.

Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat
kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah,
Pemerintah Daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian
fungsi lingkungan hidup.

Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas
terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan
masyarakat.

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap
orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang
wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin yang diterbitkan
oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau
kegiatan.

Sumber air adalah wadah air yang terdapat di atas dan
dibawah permukaan termasuk dalam pengertian ini
akuifer,mata air, sungai, rawa, danau, situ, waduk, dan
muara.

Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau
kegiatan yang berwujud cair.

Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar
polutan yang ditenggang untuk dimasukan ke media air.
Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan
dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan
kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai
dengan baku mutu air.

Pencemaran air adalah masuk atau dimasukannya
makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke
dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku
mutu air limbah yang telah ditetapkan.

Sumber pencemar air adalah setiap usaha dan/atau
kegiatan yang berpotensi menghasilkan air limbah yang
masuk ke dalam sumber air.
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56.

57.

58.

59.

60.

6l.

62.

63.

64.

65.

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukannya
zat,energi, dan/atau komponen lain ke dalam wudara
ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara
ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan udara ambient tidak dapat memenuhi
fungsinya.

Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan
dan / atau penanggulangan pencemaran udara serta
pemulihan mutu udara.

Sumber pencemar udara adalah setiap usaha dan/atau
kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara
yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi
sebagaimana mestinya.

Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi
pada lapisan troposfir yang berada di Daerah yang
dibutuhkan dan mempengaruhi kesehatan manusia,
makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup lainnya.

Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi, dan/atau
komponen lain yang ada di udara bebas.

Status mutu udara ambien adalah keadaan mutu udara di
suatu tempat pada saat dilakukan inventarisasi.

Baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar
zat, energi, dan/atau komponen yang ada atau yang
seharusnya ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang
keberadaannya dalam udara ambient.

Perlindungan mutu udara ambien adalah upaya yang
dilakukan agar udara ambient dapat memenuhi fungsi
sebagaimana mestinya.

Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang
dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau
dimasukannya ke dalam udara ambient yang mempunyai
dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur
pencemar.

Mutu emisi adalah emisi yang boleh dibuang oleh suatu
kegiatan ke udara ambien.
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66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang
mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber
bergerak spesifik, sumber tidak bergerak, maupun sumber
tidak bergerak spesifik.

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan
oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau
tidak tetap pada suatu tempat yang berasal dari kendaraan
bermotor.

Sumber bergerak spesifik adalah sumber emisi yang
bergerak atau tidak tetap pada suatu tempat yang berasal
dari kereta api, pesawat terbang dan kendaraan berat
lainnya.

Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap
pada suatu tempat.

Sumber tidak bergerak spesifik adalah sumber emisi yang
tetap pada suatu tempat yang berasal dari kebakaran
hutan dan pembakaran sampah.

Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas
kadarkadar maksimum dan /atau beban emisi maksimum
yang diperbolehkan masuk atau dimasukan ke dalam
udara ambien.

Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah
batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh
dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan
bermotor.

Sumber gangguan adalah sumber pencemar yang
menggunakan media udara atau padat untuk
penyebarannya, yang berasal dari sumber bergerak,
sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak atau
sumber tidak bergerak spesifik.

Baku tingkat gangguan adalah batas kadar maksimum
sumber gangguan yang diperbolehkan masuk ke dalam
udara dan/atau zat padat;
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76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

Baku tingkat kebisingan adalah batas paling banyak
tingkat kebisingan yang diperbolehkan dibuang ke
lingkungan dari usaha atau kegiatan sehingga tidak
menimbulkan  gangguan  kesehatan manusia dan
kenyamanan lingkungan.

Ambang batas kebisingan kendaraan bermotor adalah
batas maksimum energi suara yang boleh dikeluarkan
langsung dari mesin dan/atau transmisi kendaraan
bermotor.

Kendaraan bermotor tipe baru adalah kendaraan bermotor
yang menggunakan mesin dan/atau transmisi tipe baru
yang siap diproduksi dan dipasarkan, atau kendaraan yang
sudah beroperasi tetapi akan diproduksi ulang dengan
perubahan Desain mesin dan sistem transmisinya, atau
kendaraan bermotor yang diimpor tetapi belum beroperasi
di jalan wilayah Republik Indonesia.

Kendaraan bermotor tipe lama adalah kendaraan yang
sudah diproduksi, dirakit atau diimpor dan sudah
beroperasi dijalan wilayah Republik Indonesia.

Baku tingkat getaran adalah batas paling banyak tingkat
getaran yang diperolehkan dari usaha atau kegiatan dari
media padat sehingga tidak menimbulkan gangguan
terhadap kenyamanan dan kesehatan.

Indeks Standar Pencemar Udara yang selanjutnya disingkat
ISPU adalah angka yang tidak mempunyai satuan yang
menggambarkan kondisi mutu udara ambien di lokasi
tertentu, yang didasarkan kepada dampak terhadap
kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup
lainnya.

Pengawasan adalah upaya terpadu yang dilaksanakan oleh
instansi yang berwenang yang meliputi pemantauan,
pengamatan, dan evaluasi terhadap sumber pencemaran.
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83.

84.

85.

86.

87.

Pengawasan lingkungan hidup adalah kegiatan yang
dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh
Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah  untuk
mengetahui tingkat ketaatan penanggunjawab usaha
dan/atau  kegiatan terhadap ketentuan peraturan
perundang-undangan pengendalian pencemaran dan/atau
kerusakan lingkungan hidup.

Pengawas adalah Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
Daerah (PPLHD) yang bertugas di instansi dan bertanggung
jawab melaksanakan pengawasan pengelolaan lingkungan.
Badan usaha pengelola limbah B3 adalah badan usaha
yang melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagai
kegiatan utama dan/atau kegiatan pengelolaan limbah B3
yang bersumber bukan kegiatan sendiri dan dalam akta
notaries pendirian badan usaha tertera bidang atau
subbidang pengelolaan limbah B3.

Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan
mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau
barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi
untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun
dan perekayasaan industri.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun
yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk
apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenisnya,
lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
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88. Pemanfaatan air limbah untuk aplikasi pada tanah adalah
pemanfaatan air limbah suatu jenis usaha dan/atau
kegiatan,yang pada kondisi tertentu masih mengandung
unsur-unsur yang dapat dimanfaatkan, sebagai substitusi
pupuk dan penyiraman tanah pada lahan pembudidayaan
tanaman.

2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 6

(1) Dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup agar
dapat menunjang pembangunan berkelanjutan yang
berwawasan lingkungan hidup, Pemerintah Daerah
berwenang menetapkan RPPLH Daerah.

(2) RPPLH Daerah disusun berdasarkan :

a. RPPLH provinsi;
b. inventarisasi tingkat pulau/kepulauan; dan
c. inventarisasi tingkat ekoregion.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 13

(1) Hasil KLHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3)
menjadi dasar bagi kebijakan, rencana, dan/atau program
pembangunan dalam suatu wilayah.

(2) Apabila hasil KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah
terlampaui,

a. kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan
tersebut wajib diperbaiki sesuai
dengan rekomendasi KLHS; dan
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b. segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui
daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak
diperbolehkan lagi.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai
berikut :

Paragraf 11
Instrumen Lain

Pasal 34

Selain Izin lingkungan, Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya dapat menerbitkan perizinan lain di bidang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi:
Izin Pembuangan Air Limbah ke Sumber Air;

Izin Pemanfaatan Air Limbah untuk aplikasi pada tanah;

Izin Penyimpangan Sementara Limbah B3;

Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kabupaten; dan

Izin Lokasi Pengolahan Limbah B3.

°ao oy

S. Ketentuan Pasal 116 ayat (2) dan ayat (3) dihapus, sehingga
Pasal 116 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 116

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 85, 89, 90,
91, 92, 93, 94, 95 ayat (1), 96, 97, 98, 99 ayat (1), 100 dan
101, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah).

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.
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Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2016
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 14-10-2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 19
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (19/2016)
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YUSUF AGUNG PRABOWO, S.H., M.SI
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003
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PEJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

UMUM

Bahwa dalam rangka perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup, Pemerintah Daerah Kabupaten
Banjarnegara telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Namun demikian, Peraturan Daerah dimaksud telah
diklarifikasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana
dinyatakan dalam suratnya Gubernur Jawa Tengah tanggal 16
Maret 2015 Nomor 180/002801 perihal Hasil Klarifikasi
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara, dengan klarifikasi
pada Pasal 1 angka 31, angka 32, angka 33, angka 35 dan
angka 36, Pasal 6 ayat (2), Pasal 13, BAB IV PENGENDALIAN
PENCEMARAN AIR DAN UDARA Bagian Kedua Pencegahan
Paragraf 11 Instrumen Lain dan Pasal 116.

Untuk menindaklanjuti hasil klarifikasi Gubernur Jawa
Tengah tersebut, sehingga perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun
2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
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II.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 221
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